BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.Kajian Teori
1. Konsep Resolusi Konflik
a. Pengertian Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam
kehidupan warga negara, baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun
lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik
bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu,
di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini,
masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang
senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial
merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya
persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu.

Di dalam setiap kehidupan tidak ada satupun manusia yang memiliki
kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak,
tujuan dan lain sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang
dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi ada juga yang tidak dapat
diselesaikan dengan damai sehingga menimbulkan beberapa aksi seperti
kekerasan sebagai penyelesaian atau dampaknya. Hal ini merupakan gejala tidak
dapat di atasinya akar konflik dengan baik sehingga menimbulkan kekerasan,

mulai dari model kekerasan yang terkecil hingga besar. Contoh kekerasan yang
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muncul dalam konflik biasanya berupa pengrusakan barang, penganiayaan dan
bahkan pembunuhan.

Konflik (conflict) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu
configere yang mempunyai arti saling memukul. Menurut Antonius (2002: 175)
konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak
menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat
terjadi antarkelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi
tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang
mendalami bidang resolusi konflik (dalam Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan
bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih
dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan oleh karena itu
mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan.
Sedangkan menurut Scannell (2010: 2) konflik adalah suatu hal alami dan normal
yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok
individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Webster dalam (Pruitt & Jeffery, 2009: 9) menegaskan bahwa istilah
“conflict” menurut bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau
perjuangan. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan
kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan dan
keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara
simultan karena adanya perbedaan-perbedaan. Menurut Watkins yang dikutip
oleh (Chandra, 1992: 20), konflik terjadi apabila terdapat terdapat dua pihak yang

secara potensial dan praktis/ operasional saling menghambat kepentingan masing-

23



masing. Secara potensial, artinya salah satu pihak atau kedua belah pihak
memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/ operasional, artinya
kemampuan menghambat tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang
memungkinkan perwujudannya secara mudah untuk dilakukan.

Konflik merupakan sebuah aspek intrinsik dan tidak mungkin dapat
dihindarkan dalam perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Konflik adalah
sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul
sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul
bertentangan dengan hambatan yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu atau
sebelumnya (Miall, 2002:65). Menurut Pruitt & Jeffery (2009:9) konflik sebagai
sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Perceived divergence of
interest), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi yang dimiliki
pihak-pihak berkonflik tidak dapat menemui suatu titik temu yang sejalan.
Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang
sesungguhnya diinginkannya dalam hidup, di mana perasaan tersebut cenderung
bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari
banyak sikap serta tujuan dan niatnya.

Ritzer (2005: 15) menyatakan bahwa teori konflik sebenarnya masih
berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsional struktural, akan
tetapi keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsional struktural
menilai konflik adalah suatu hal fungsional. Sementara teori konflik menyoroti

fakta sosial berupa wewenang dan posisi yang justru merupakan sumber
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pertentangan dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut pada gilirannya dapat
memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi mengenai konflik yang telah disampaikan
oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian
konflik dalam hal ini adalah sebuah pertikaian yang terjadi baik antara individu
dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain ataupun antara individu
dengan kelompok karena beberapa alasan serta pertikaian menunjukkan adanya
perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan di alami
yang berupa perselisihan, adanya ketegangan atau munculnya kesulitan-kesulitan
lain di antara dua pihak atau lebih dan sampai kepada tahap di mana pihak-pihak
yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu
tercapainya kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pihak.

Hunt & Metcalf (1996: 97) membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu
intrapersonal conflict (konflik intrapersonal) dan interpersonal conflict (konflik
interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri
individu itu sendiri atau biasa disebut dengan konflik batin, misalnya ketika
keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat,
atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini tentu
sudah umum dialami oleh masing-masing individu. Semua individu pasti pernah
mengalami konflik intrapersonal dalam dirinya dan tiap individu memiliki cara
yang berbeda untuk mengelola atau melakukan manajemen pada konflik
intrapersonal yang dihadapi. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang

jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat menggangu bagi kesehatan
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psikologis atau kesehatan mental (mental hygiene) individu bersangkutan yang
mengalami konflik intrapersonal.

Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antarindividu
(melibatkan paling minimal dua individu). Konflik ini terjadi dalam setiap
lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah,
masyarakat, negara bahkan dengan warga negara dari negara lain (global).
Konflik ini dapat berupa konflik antarindividu dan kelompok, baik di dalam
sebuah kelompok (intragroup conflict) maupun konflik antarkelompok
(intergroup conflict). Dalam penelitian tesis ini titik fokusnya adalah pada konflik
agraria pada pembangunan New Yogyakarta Intrernational Airport (NYIA) di
Kulon Progo Yogyakarta. Proses pembangunan bandara yang sudah mulai
dilakukan pada tahun 2011 hingga saat ini tahun 2018 masih terus terjadi konflik
berkepanjangan yang tak kunjung reda. Konflik yang terjadi tidak hanya
melibatkan pihak yang berkepentingan antara masyarakat terdampak
pembangunan bandara dan pihak pemrakarsa bandara yakni pemerintah dan PT
Angkasa Pura I, tetapi juga melibatkan banyak NGO (Non Government
Organization) baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan. Penelitian ini
termasuk dalam jenis interpersonal conflict (konflik interpersonal) karena
melibatkan banyak individu, yang nantinya terdapat intragroup conflict maupun
antarkelompok intergroup conflict di dalamnya.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik
Potensi munculnya konflik di masyarakat terjadi ketika dilakukan kontak

antara permerintah dengan warga negara maupun antarwarga negara. Sebagai
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individu yang terorganisasi dalam kelompok, setiap warga negara ingin mencari
jalan sesuai dengan pandangan masing-masing untuk memenuhi tujuan hidupnya
masing-masing. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan
bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa
terlibat dalam konflik dengan pihak yang lain jika kepentingan menjadi
bertentangan. Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya
pertentangan kepentingan yang saling berhadapan antarwarga negara, disebabkan
oleh berbagai faktor. Pertama, adanya faktor politik, ekonomi dan sosial budaya
yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya
konflik. Kedua, terdapatnya pemikiran yang menciptakan ketidak sepahaman
antara seorang warga negara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap
tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam
sebuah kelompok maupun antarkelompok masyarakat. Keempat, adanya rasa tidak
puas terhadap kelompok masyarakat, rasa tidak senang, iri, dengki dan lain-lain,
sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meningggalkan
kelompok akan beresiko menanggung dampak buruk yang lebih besar. Kelima,
adanya rasa gengsi untuk mempertahankan harga diri yang berlebihan dan
berakibat pada tindakan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi untuk
mencapai tujuan yang diinginkan tersebut (Hidayat, 2002:124).

Fisher (2001:7-8) juga memberikan penjelasan mengenai teori penyebab
konflik yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan
dalam masyarakat, bahwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih

disebabkan oleh adanya polarisasi, ketidakpercayaan (distrust) maupun
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permusuhan antar anggota kelompok maupun antar kelompok. Kedua, teori
negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras
serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di
dalam konflik yang terjadi. Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang
muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusiawi,
seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan
tersebut dan akhirnya menimbulkan konflik. Keempat, teori identitas, bahwa
konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya
sesuatu serta ingatan akan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan dengan
baik dalam masyarakat. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik
disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan
dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga
menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan yang signifikan.

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Setiadi & Kolip (2011: 361)
yang menyatakan bahwa akar dari timbulnya konflik yang paling sering terjadi
yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang berujung pada perebutan atas
sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah
ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di
masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat
tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan. Kesenjangan
pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya
atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil.

Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial banyak atau besar
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berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga untuk menambahinya karena sifat
manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki. Pihak yang
cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan
pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Menurut
Setiadi & Kolip (2011: 361) pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik
dibagi dua, antara lain sebagai berikut.
1) Kemajemukan Horizontal

Struktur masyarakat yang majemuk secara sosial dan kultural, seperti suku
bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan
profesi seperti militer, petani, nelayan, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai
negeri, wartawan, sopir, dan lain sebagainya. Kemajemukan horizontal-kultural
menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai
karakteristik sendiri dan setiap penganut kebudayaan tersebut ingin
mempertahankan karakteristik yang dimiliki budayanya masing-masing (Hierro &
Gallego, 2016: 1331-1333). Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika
belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi
dapat menimbulkan konflik yang sering dikenal dengan konflik SARA (suku,
agama, ras dan budaya).
2) Kemajemukan Vertikal

Struktur vertikal dalam masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan
kedudukan, kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan (Warren & Visser, 2016: 279).
Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada sekelompok

masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi, kekayaan, pendidikan yang
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mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian relatif tidak
memiliki kedudukan yang tinggi, kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah,
dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini
merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial karena menjadikan
kesenjangan atau ketimpangan yang cukup mencolok dalam masyarakat (Setiadi
& Kolip, 2011: 361).

Menurut Narwoko & Suyanto (2004:68) beberapa sosiolog menjabarkan
banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat, antara lain
perbedaan pendiriaan dan keyakinan, perbedaan kebudayaan serta perbedaan
kepentingan. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah
menyebabkan konflik antarindividu. Dalam konflik seperti ini sering terjadi
bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha melumpuhkan
bahkan melenyapkan lawannya. Melenyapkan disini tidak selalu diartikan sebagai
pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik
atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak sejalan (Brandt et al, 2014:
27-34). Kemudian perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik
antar individu atau antar warga negara, akan tetapi bisa juga antar kelompok
dalam suatu negara. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola
kepribadian dan pola perilaku yang berbeda pula dalam masyarakat. Selain itu,
perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu
sikap yang ditunjukkan oleh suatu kelompok, bahwa kelompoknya adalah yang
paling baik dan unggul, sedangkan kelompok lain buruk. Jika tiap kelompok yang

ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sama-sama memiliki sikap
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demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut
kebudayaan, apalagi dalam negara multikultural seperti Indonesia (Hinner, 2017:
900). Perbedaan kepentingan, mengejar tujuan kepentingan masing-masing warga
negara yang berbeda-beda, mereka akan bersaing dan pada akhirnya berkonflik
untuk memperebutkan kesempatan dan sarana yang ada dalam kehidupan demi
kepentingan masing-masing.

Faktor-faktor yang memunculkan konflik seperti menurut pendapat para
ahli di atas biasanya sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat
yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. (1) Rasisme, merupakan sebuah paham
yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok
lainnya atau perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial
tertentu, biasanya kelompok mayoritas akan melakukan tindakan-tindakan tidak
menyenangkan dan diskriminasi dalam berbagai bentuk pada kelompok minoritas
(Richeson, 2018: 148—-149). (2) Elitisme, merujuk pada pemujaan yang berlebihan
terhadap strata atau kelas sosial yang berdasarkan kekayaan, jabatan, kekuasaan
dan materi serta kenikmatan menjadi tujuan utama kehidupan (Fumurescu, 2018:
10). (3) Gender, merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki
kelebihan atas jenis kelamin lainnya, dalam hal ini biasanya isu yang sering terjadi
ialah dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan (Siim, 2012: 211). (4) Usia,
menunjuk pada sikap-sikap negatif pesimis terhadap proses ketuaan yang dialami
individu. (5) Prasangka atau sikap negatif terhadap orang yang memiliki
perbedaan tertentu seperti kecacatan atau disabilitas, baik disabilitas fisik maupun

disabilitas mental (grahita).
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Menurut Soekanto (2010: 98) dalam perspektif ilmu sosiologi, konflik
dalam masyarakat terjadi karena pribadi maupun kelompok menyadari adanya
perbedaan-perbedaan fisik, emosi, unsur-unsur kebudayaan pola perilaku dengan
masyarakat lain. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang
diberikan seseorang atau kelompok yang berkonflik dalam situasi yang sama
namun dengan pandangan atau perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, konflik
mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung sejak lama. Faktor penyebab
atau akar-akar pertentangan atau konflik (Soekanto, 2010: 91-92) antara lain, (1)
Perbedaan antara individu-individu yaitu perbedaan pendirian dan perasaan yang
rentan melahirkan bentrokan antar masyarakat; (2) Perbedaan kebudayaan yakni
perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola
kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan
kepribadian; (3) Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok
merupakan salah satu sumber dari pertentangan baik kepentingan ekonomi,
politik, sosial, pendidikan dan lain sebagainya; (4) Perubahan sosial yang
berlangsung dengan cepat akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang memiliki
pemikiran baru dan pendirian yang berbeda.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Francis (2006: 29) yang
mengatakan bahwa terdapat tiga hal penyebab konflik, di antaranya sebagai
berikut. (1) Komunikasi, terkadang apa yang disampaikan oleh informan bisa
ditangkap berbeda oleh penerima informasi (miss komunikasi), salah mengartikan

suatu kalimat, bahasa dan penyampaian yang tidak tepat bisa menimbulkan
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persepsi yang berbeda; (2) Struktur, pertarungan kekuasaan antara pemilik

kepentingan atau sistemnya yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan

sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-

kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka yang berbeda-beda; (3)

Pribadi, persepsi dari setiap individu berbeda-beda serta memiliki kepentingan

yang berbeda-beda pula serta perubahan dalam nilai-nilai persepsi mengikuti

perkembangan zaman.
Selain hal-hal di atas, menurut Pruitt yang memungkinkan terjadinya
konflik, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Prestasi masa lalu, apresiasi akan bangkit ketika prestasi meningkat dan jatuh
ketika prestasi menurun. Ini disebabkan karena orang merasa lebih
berpengharapan ketika segala sesuatu bertambah baik dan kurang
berpengharapan ketika sesuatu bertambah buruk, seperti halnya kebijakan yang
dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. Warga negara akan selalu mengapresiasi
ketika kinerja pemerintah bagus namun jika kinerja pemerintah buruk,
masyarakat juga akan memberikan punishment dalam berbagai bentuk seperti
demonstrasi dan lain-lain.

2) Persepsi mengenai kekuasaan, aspirasi juga cenderung meningkat untuk
alasan-alasan yang realistis ketika orang berhadapan dengan seseorang atau
sebuah kelompok yang sumber dayanya dianggap berharga dan tampak lebih
lemah dari pada dirinya sendiri. Bila aspirasi pihak lain tidak menurun secara
bersamaan dengan meningkatnya aspirasinya sendiri, maka konflik yang

bersifat eksploitatif menjadi sangat mungkin terjadi, hal ini biasanya terjadi di
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daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah namun sumber daya
manusianya terbatas.

3) Pembandingan dengan orang lain, orang cenderung mengidentifikasikan diri
dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan atau yang memiliki
kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri. Bila kelompok
tersebut berprestasi lebih baik atau selangkah lebih maju daripada
kelompoknya sendiri, maka hal ini akan menstimulasi terjadinya peningkatan
pada aspirasinya sendiri, yang kemudian akan mengarah pada terjadinya
konflik. Ada dua kemungkinan manajemen konflik, yakni secara positif
maupun negatif, jika dilakukan penyelesaian secara positif maka yang akan
muncul berupa motivasi diri untuk lebih giat dan akan bersaing secara sehat
namun pada umumnya banyak pula yang melakukan penyelesaian negatif
sehingga sering terjadi peristiwa saling menjatuhkan, fitnah, kekerasan dan lain
sebagainya.

4) Terbentuknya kelompok pejuang (Struggle Group), ketika beberapa orang
dengan kepentingan laten (tidak disadari) yang sama saling bercakap-cakap,
maka kepentingan laten mereka sering kali muncul pada kesadaran. Setelah
merasa yakin dengan pendirian masing-masing, mereka mungkin akan mulai
mengembangkan aspirasi baru dengan membentuk suatu kelompok, yang dapat
mengarah ke konflik dengan orang lain yang kepentingannya bertentangan
dengan aspirasi tersebut. Dalam hal ini konflik yang terjadi biasanya lebih dari

dua orang atau berkelompok (Pruitt & Jeffery, 2009: 28-34).
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Dari berbagai macam pendapat ahli mengenai faktor penyebab terjadinya
konflik tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber atau faktor-faktor
penyebab konflik pada penelitian tesis mengenai resolusi konflik pada
pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini antara lain ialah
konflik yang disebabkan oleh faktor kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan
kemajemukan vertikal. Untuk lebih detailnya, faktor-faktor penyebab konflik akan
diperinci dalam pembahasan pada bab hasil penelitian tesis ini.

c. Bentuk-Bentuk Konflik

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan
masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang
berbeda-beda. Berdasarkan sifatnya, konflik yang ada dalam kehidupan
masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif,
penjelasannya sebagai berikut.

1) Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan
tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok
terhadap pihak lain yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penyelesaian
dalam konflik ini biasanya bersifat negatif (Andersen, 2006: 230). Pada
konflik ini terjadi kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta
benda seperti konflik dalam perang Sampit, konflik Poso, konflik Ambon dan
lain sebagainya.

2) Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini

muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu-individu atau
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kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan (Rogers, 2017:
450). Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat
tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Penyelesaian konflik konstruktif
ini dikenal cenderung lebih halus dari konflik destruktif. Misalnya perbedaan
pendapat dalam sebuah organisasi yang nantinya akan dimusyawarahkan
hingga mencapai mufakat, dan jika tidak tercapai maka akan dilakukan voting.
Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi
konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik vertikal,
merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang
memiliki hierarki atau susunan yang sistematis dari atas kebawah dan sebaliknya
(Hall et al, 2015: 270). Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan
bawahan dalam sebuah perusahaan, contoh lain misal antara pemerintah dengan
rakyat. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau
kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama dan cenderung setara atau
sejajar (Hillesund, 2018: 17-18). Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi
massa atau antar masyarakat, antar karyawan yang memiliki kedudukan sama
dalam sebuah perusahaan. Konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi
karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga
menimbulkan pertentangan yang ekstrim antara banyak pihak pada berbagai
bidang. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh dan Papua terkait dengan
ketidakmerataan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah (Kusnadi, 2002: 67).
Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Stoner & Freeman

(1989: 393) membagi konflik dalam enam bentuk sebagai berikut.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Konflik dalam diri individu (conflict within the individual) terjadi dalam diri
seorang individu. Misalnya jika seseorang harus memilih tujuan yang saling
bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya.
Sehingga terjadi konflik batin dalam dirinya.

Konflik antarindividu (conflict among individuals) terjadi pada lebih dari satu
individu, biasanya karena perbedaan persepsi dan kepribadian (personality
differences) antara individu yang satu dan individu yang lain. Hal ini
dikarenakan tiap manusia memiliki pandangan, pemikiran dan kepentingan
yang berbeda-beda.

Konflik antara individu dan kelompok (conflict among individuals and
groups) biasanya terjadi karena individu gagal melakukan adaptasi dengan
norma-norma kelompok tempat ia bekerja, bergaul dan atau ia tinggal.

Konflik antarkelompok dalam organisasi yang sama (conflict among groups in
the same organization) terjadi karena masing-masing kelompok memiliki
tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya
sehingga seringkali menemui konflik dalam mencapai tujuan kelompok.
Konflik antarorganisasi (conflict among organizations) terjadi jika tindakan
yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi
lainnya (Plocharczyk, 2006: 87). Misalnya, dalam perebutan sumber daya
yang sama sehingga terjadi kasus saling menjatuhkan dan bersaing dengan
cara yang tidak sehat.

Konflik antarindividu dalam organisasi yang berbeda (conflict among

individuals in different organizations) terjadi sebagai akibat sikap atau
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perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota
organisasi yang lain namun konflik tidak terjadi dalam seluruh organisasi,
hanya individu yang terlibat. Misalnya, seorang manager perusahaan yang
menyatakan keberatan atas pemberitaan yang yang dibuat oleh seorang
jurnalis surat kabar tertentu.

Sementara itu menurut Dahrendorf (dalam Lauer, 2001: 102) konflik dapat

dibedakan atas empat macam antara lain sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

Konflik yang terjadi antara peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik
peran. Setiap individu tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam
menjalankan perannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkadang
dalam menjalankan peran tersebut terdapat perbedaan pendapat, perbedaan
antara ekspektasi dan realita yang berujung pada konflik.

Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dalam suatu negara terdapat
berbagai kelompok sosial yang hidup di dalamnya. Masing-masing kelompok
tersebut memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda, apabila adanya
tujuan dan cara kerja yang berbeda tersebut tidak di integrasikan dengan baik
maka akan timbul konflik.

Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
Konflik ini biasanya terjadi karena ketimpangan antarkelompok yang
terorganisir dan tidak terorganisir.

Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar daerah, antar

negara, maupun organisasi internasional. Konflik-konflik seperti ini biasanya
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terjadi karena satu kelompok memandang bahwa kelompok yang lain
menghambat dan merugikan kepentingannya.

Selanjutnya menurut pendapat Soekanto (2010: 86), terdapat lima bentuk
khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu yaitu konflik
pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, dan konflik yang
bersifat internasional. (1) Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara
individu karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi
dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu. (2) Konflik politik, yaitu konflik
yang terjadi akibat perebutan kekuasaan atau tujuan politis yang berbeda antara
seseorang atau kelompok tertentu. Seperti perbedaan pandangan dan tujuan
antarpartai politik karena perbedaan dasar ideologi, asas perjuangan yang dipakai,
dan cita-cita politik tiap partai yang berbeda. Misalnya adanya tindakan saling
menjatuhkan dan bentrok saat terjadi kampanye. (3) Konflik rasial, yaitu konflik
yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan
kebudayaan yang saling bertabrakan atau karena sifat etnosentrisme yang dimiliki
salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Misalnya konflik yang sering terjadi
pada etnis Cina di Indonesia. (4) Konflik antarkelas sosial, yaitu konflik yang
muncul karena adanya kesenjangan dan ketimpangan serta perbedaan-perbedaan
kepentingan di antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya konflik
antara pemilik modal dan pegawai. 5) Konflik yang bersifat internasional, yaitu
konflik yang melibatkan dua negara atau lebih karena perbedaan kepentingan

masing-masing negara yang berbeda. Misalnya konflik antara Uni Soviet dengan
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Amerika Serikat yang bersumber pada masalah perbedaan ideologi yang juga
melibatkan negara-negara lain pendukungnya.

Dalam penelitian ini bentuk konflik sangatlah kompleks, hal ini karena
dalam pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) melibatkan
banyak unsur dalam masyarakat yang terlibat mulai dari warga yang terdampak
(terdapat warga yang pro dan kontra), warga yang tidak terdampak (terdapat
warga yang pro dan kontra), Non-Governmental Organization atau NGO (terdapat
NGO yang pro dan kontra), pemerintah beserta beberapa lembaga pemerintahan
serta pemrakarsa bandara yaitu PT Angkasa Pura 1. Melihat dari banyaknya
elemen dalam negara yang terlibat maka konflik yang ada dalam penelitian ini
apabila dikategorikan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik terdiri dari
konflik vertikal dan konflik horizontal.

d. Dampak Konflik terhadap Masyarakat

Konflik mempunyai dampak besar terhadap kehidupan umat manusia, baik
secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai dampak secara positif
dan juga negatif. Kedua dampak tersebut masing-masing menciptakan perubahan
bagi kehidupan manusia. Konflik mengubah dan mengembangkan kehidupan
manusia, bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Positif atau
negatifnya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang
dipertentangkan, tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang
berlangsungnya konflik dan tergantung bagaimana resolusi konflik yang dipakai
untuk menyelesaikan konflik tertentu. Oleh karena itu disini akan dijelaskan dua

teori dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat.
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1) Dampak positif dari adanya konflik

a) Bertambahnya solidaritas internal dan rasa in-group suatu kelompok (Suyanto
& Narwoko, 2004: 68). Apabila terjadi pertentangan antara kelompok sendiri
dengan kelompok lain, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing
kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok,
yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat
saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar dan cenderung agresif untuk
mencapai tujuan kelompok.

b) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat
yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam
masyarakat, hal ini karena munculnya rasa empati maupun simpati dari warga
masyarakat.

¢) Menciptakan perubahan konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan
manusia. Konflik dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan umat
manusia, contohnya konflik antara penjajah dan bangsa yang dijajah
menghasilkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah.

d) Menstimulus cara berpikir yang kritis dan meningkatkan kreativitas, konflik
akan mendorong orang untuk berpikir kritis terhadap posisi lawan konfliknya
dan posisi dirinya sendiri. Orang harus memahami mengapa lawan konfliknya
mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya.
Kreativitasnya meningkat yang digunakan dalam menyusun strategi dan tak-tik

untuk menghadapi adanya konflik tersebut.
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e)

Konflik menciptakan revitalisasi norma, norma yang berlaku dan mengatur
kehidupan masyarakat berkembang lebih lambat daripada perkembangan
mayoritas anggota masyarakatnya. Perubahan norma sering dimulai dengan
terjadinya perbedaan pendapat mengenai norma yang berlaku antara pihak
yang ingin mempertahankannya dan anggota masyarakat yang ingin
mengubahnya. Seringkali, perbedaan pendapat tersebut berkembang menjadi
konflik destruktif. Apabila konflik tersebut dapat dikelola dengan baik, maka
norma baru yang merupakan revitalisasi norma yang ada akan berkembang.

(Wirawan, 2010: 106-107).

2) Dampak negatif dari adanya konflik

a)

Bubarnya kesatuan kelompok. Jika konflik tak berhasil diselesaikan dengan
jalan yang baik dan pada akhirnya menimbulkan kekerasan, maka sudah dapat
dipastikan bahwa kesatuan kelompok yang mengalami konflik akan mengalami

kemunduran bahkan kehancuran.

b) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok

yang mengalami konflik, maka seorang individu atau sekelompok orang yang
semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar bisa saja berubah menjadi
beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung
pada kekerasan karena terbawa emosi. Hal ini karena munculnya trauma dan
rasa marah dalam diri seseorang yang mengalami konflik (Setiadi & Kolip,
2011: 377).

Lunturnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma

sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional atau saling
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d)

berhubungan, artinya bisa saja terjadinya konflik berdampak pada hancurnya
nilai-nilai dan norma sosial yang sudah dibangun dan hidup dalam
masyarakat, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat
dari konflik kemudian terjadinya hukum yang memihak sehingga norma
dianggap tidak efektif dan banyak anggota masyarakat yang tidak mematuhi
(Suyanto & Narwoko, 2005: 68).

Merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat
konflik. Konflik, terutama konflik destruktif menurunkan kualitas dan
intensitas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dapat
menimbulkan rasa tidak senang, marah dan benci kepada lawan konflik.
Bahkan akibat fatalnya bisa berujung kekerasan. Keadaan ini merusak
hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik dan komunikasi di antara
mereka. Jika sebelum konflik hubungan yang terjalin harmonis maka setelah
terjadi konflik akan muncul ketegangan dan permusuhan.

Menurunkan mutu pengambilan keputusan. Konflik yang konstruktif atau
sehat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan alternatif
yang diperlukan. Diskusi mengenai perbedaan pendapat, argumentasi, dan
konflik pemikiran merupakan sumber alternatif yang diperlukan dalam
pengambilan keputusan. Akan tetapi, jika konflik berkembang menjadi konflik
destruktif dan tidak sehat akan menghasilkan kebuntuan diskusi serta
menimbulkan sikap saling tak percaya. Situasi seperti ini akan menghasilkan
pengambilan keputusan yang kurang bermutu karena tergesa-gesa dan

dibawah tekanan serta rasa amarah.
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f)

g)

Sikap dan perilaku negatif dalam suatu konflik akan menghilangkan rasa
saling percaya antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik.
Biasanya setelah terjadi konflik akan muncul perasaan untuk tidak
mempercayai lawan konfliknya dan selalu muncul prasangka buruk.
Mengganggu kesehatan. Pihak yang terlibat konflik biasanya akan emosional,
marah, kecewa bahkan stres. Keadaan ini memungkinkan seseorang tekanan
darahnya meningkat, terkena struk dan serangan jantung. Selanjutnya, keadaan
tersebut akan menyebabkan seseorang sakit dan bahkan meninggal dunia
(Wirawan, 2010: 108-109).

Kemudian terdapat pendapat dari Soekanto (2010: 95-96) terkait dengan

akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik, antara lain adalah sebagai

berikut.

1)

2)

Bertambahnya solidaritas in-group. Jika suatu kelompok menghadapi konflik
dengan kelompok yang lain, biasanya rasa solidaritas akan menguat dengan
sendirinya untuk menghadapi konflik tersebut. Contohnya bisa kita lihat
dalam kasus-kasus yang sering menimpa kelompok pendukung klub
sepakbola.

Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Jika konflik yang terjadi adalah
internal dalam kelompok, maka kemungkinan yang terjadi akan berbeda
dengan konflik yang terjadi eksternal dengan kelompok lain. Apabila konflik
yang terjadi adalah internal dalam kelompok, maka keretakan dalam

kelompok justru yang paling dimungkinkan akan terjadi.
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3)

4)

5)

Perubahan kepribadian para individu. Konflik sosial pada umumnya
membentuk opini yang berbeda, terdapat pihak-pihak yang pro, kontra dan
netral dalam suatu konflik. Misalnya orang yang setuju dan mendukung
konflik, ada pula yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak, ada
pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi konflik, akan tetapi ada yang
merasa tertekan dan terguncang, sehingga menimbulkan penderitaan pada
batinnya dan merupakan suatu penyiksaan batin sehingga bisa merubah
kepribadian dari seorang individu, perubahan ini bisa mengarah pada hal yang
positif ataupun negatif. Tergantung dari manajemen konflik yang dilakukan.

Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Setiap konflik yang
tidak ditangani dengan damai umumnya membawa kehancuran dan kerusakan
bagi lingkungan yang ada sekitarnya. Hal ini disebabkan masing-masing pihak
yang berkonflik mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan pertikaian
dengan bentuk kekerasan. Peristiwa ini menyebabkan penderitaan yang berat
bagi pihak-pihak yang bertikai. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban
jiwa adalah wujud nyata akibat konflik yag berakhir dengan kekerasan.
Biasanya terjadi dalam bentuk demonstrasi yang anarkis, tawuran dan perang.
Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak. Jika setiap pihak yang
berkonflik mempunyai kekuatan seimbang, maka muncullah proses
akomodasi. Akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian antara individu
dengan individu-individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan
kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan

kekacauan serta kekerasan akibat konflik. Namun apabila terjadi ketidak
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seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami konflik
menyebabkan dominasi yang berkuasa dan minoritas yang terdiskriminasi.
e. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan conflict resolution
yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang
konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1)
tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau
penghilangan permasalahan.

Menurut pendapat Nicholson (Nicholson, 1991:59) “conflict resolution is
the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to
indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social
system is acceptable”. Berdasarkan definisi menurut Nicholson tersebut resolusi
konflik menjadi suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap
berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Resolusi konflik merupakan
suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik.
Sebagaimana Kriesberg (2006:107) mendefinisikan resolusi konflik sebagai
“conducting conflicts, constructively, even creatively”. Hal itu berarti
meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang
terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat
diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat
dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai.

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2006: 197)

mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah
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yang dilakukan bersama-sama (solve a problem together). Lain halnya dengan
Fisher (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha
menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa
tahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Menurut Mindes (2006:
24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan
dan merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang
memerlukan keterampilan serta keahlian untuk bernegoisasi, kompromi serta
mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan
pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia.
Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah
komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan
berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu
dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha
menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan
positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan (Miall,
2002: 31).

Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan
untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme
akhirnya terdap pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian
konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini
akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian

yang diterima oleh semua pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk
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membuat pihak yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus
disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik
dan lebih aktif lagi dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian. Hal
ini agar mereka mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik
tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka
juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada,
dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya akan mereka terima
(Askandar, 2002: 10).

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara
pihak-pihak yang berkonflik dengan atau tanpa bantuan pihak Iuar untuk
menyelesaikan konflik. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara
yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan
memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan
masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang
bijak, netral dan adil untuk menjembatani dan membantu pihak-pihak yang
berkonflik dalam memecahkan masalahnya dengan diutamakan cara yang damai.
Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah:

1) Pencegahan konflik bertujuan mencegah timbulnya konflik yang menjalar
pada dampak negatif seperti kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya;
2) Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan dengan mengutamakan

persetujuan perdamaian;

48



3) Pengelolaan konflik bertujuan mengatur dan membatasi atau menghindari
terjadinya kekerasan atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat
agar berperilaku positif dalam menghadapi konflik;

4) Resolusi konflik bertujuan menangani konflik dengan memperhatikan akar-
akar atau sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang
relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik
dengan efektif dan efisien serta dengan cara yang baik atau positif;

5) Transformasi konflik yakni mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas
dengan mengalihkan dampak negatif dari konflik menjadi positif.

Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, dalam
penelitian ini yang akan lebih ditekankan adalah mengenai resolusi konflik.
Menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang
bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi
terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik yang muncul.
Namun menurut pandangan para pemikir Neo-Marxist dan pemikir-pemikir
radikal melihat seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang
keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang
sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak
seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisa yang memadai dalam sebuah
perspektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas (Miall, 2000: 5).
Penelitian ini akan berusaha untuk menjawab opini pesimis dari kaum pemikir

Neo-Marxist tersebut.
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Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan
bahwa sumber konflik yang dalam berakar perlu diperhatikan untuk penyelesaian
konflik. Penyelesaian konflik mempunyai peran untuk dimainkan, bahkan dalam
zona perang sekalipun, karena menciptakan perdamaian dan pemahaman di antara
komunitas yang terpisah merupakan elemen kemanusiaan yang sangat penting.
Penyelesaian konflik adalah bagian integral pekerjaan menuju ke arah
pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial, yang bertujuan menangani
berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas terhadap
penyelesaian konflik, tidak hanya menyangkut mediasi antara pihak-pihak yang
bersengketa tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang baik dan
bertahan lama (Miall, 2002: 6).

Tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan
situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri
sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai keadaan non-
zero-sum (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya
dapat sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak
yang bertikai berpindah kearah hasil yang positif (Miall, 2002: 10). Resolusi
konflik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai resolusi konflik
yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti dari pemerintah
daerah, PT Angkasa Pura 1, pemerintah pusat maupun dari masyarakat sendiri
pada konflik agraria yang terjadi akibat dari pembangunan New Yogyakarta

International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.
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f. Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik

Dahrendorf dalam Putra (2009:16) menyebutkan ada tiga bentuk
pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni: a)
Konsiliasi, di mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk
mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau
memaksakan kehendaknya masing-masing; b) Mediasi, ketika kedua pihak
sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga
tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam
tentang permasalahan yang dihadapi dalam konflik), nasihat yang diberikan oleh
mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai dalam konflik, hanya sebatas
sebagai saran; c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan
akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan
konflik (Keethaponcalan, 2017: 60). Pihak-pihak wajib menjalankan keputusan
yang telah diambil oleh arbiter.

Menurut Ury (dalam Suwandono & Ahmadi, 2011:57) lebih menekankan
resolusi konflik dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar ekskalasi
konflik tidak cepat menjalar, sehingga sebelum membesar dan meluas sudah bisa
dikelola dengan baik. Untuk itu Ury mengusulkan 3 langkah resolusi konflik
sebagai berikut.

1) Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak)
agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi makin

besar dan sulit untuk diselesaikan. Dengan mengatasi berbagai konflik secara
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laten diharapkan mengurangi bentuk-bentuk polarisasi, politisasi dan bentuk-
bentuk provokasi yang akan semakin memperparah konflik.

2) Segera menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan. Resolusi dilandasi
asumsi proses penyelesaian konflik secara dini, akan menutup kemungkinan
proses menguatnya konflik. Dengan pola ini diharapkan tidak berkembang
menjadi konflik kuat yang susah untuk diselesaikan.

3) Membendung potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan
komprehensif. Dengan mendesain kebijakan ini diharapkan ruang konflik
negatif bisa dihindari, dan ruang konflik yang positif tetap bisa dipelihara.

Prinsip umum resolusi konflik yang umum dipakai adalah “Don’t fight,
solve the problem”, Boulding (dalam Liliweri, 2005: 287) menjelaskan metode
untuk mengakhiri konflik bisa dilakukan dengan beberapa pilihan sebagai berikut.

1) Menghindari konflik adalah menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai
jawaban terbaik, namun hal ini sifatnya hanya sementara dan hanya bisa
dilakukan diawal saat konflik belum benar-benar terjadi.

2) Menaklukkan atau mengeliminasi konflik adalah proses pengerahan semua
kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik yang
terjadi dalam komunitas, dengan mengajukan program penyelesaian baru,
namun belum tentu dapat diakui oleh semua pihak.

3) Menyelesaikan konflik dengan rekonsiliasi atau kompromi adalah metode
umum yang terbaik dan paling cepat untuk mengakhiri konflik yang sudah

sering dipraktikkan selama ini (Liliweri, 2005: 287).
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Menurut Galtung, pendekatan dalam resolusi konflik antara lain merujuk
kepada upaya deskripsi konflik. Hal ini memuat tiga unsur utama, yaitu (1)
Ketidaksesuaian di antara kepentingan, atau kontradiksi di antara kepentingan,
atau suatu “ketidakcocokan” di antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam
masyarakat. (2) Perilaku negatif dalam bentuk persepsi serta prasangka negatif
atau stereotip yang berkembang di antara pihak-pihak yang berkonflik. (3)
Perilaku kekerasan dan ancaman yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang
berkonflik (Rozi dkk, 2006: 18).

Apabila konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat sudah semakin
memanas dan menggunakan kekerasan yang fatal maka ada beberapa langkah
yang bisa dilakukan dalam resolusi konflik, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) De-eskalasi dalam bentuk pembendungan, penyekatan, gencatan dan
perlucutan senjata di tengah masyarakat yang berkonflik (Pruitt, 2009: 30).

2) Melakukan segregasi yaitu pemisahan tempat tinggal atas dasar agama/ etnis/
faksi atau unsur lain yang menjadi penyebab konflik dalam jangka waktu
pendek ataupun menengah sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi
(Thiessen & Darweish, 2018: 74). Hal ini pernah dilakukan di Indonesia saat
terjadi peristiwa Perang Sampit pada 2001 silam.

3) Rehabilitasi fisik dan mental bagi pihak-pihak yang terdampak konflik untuk
membangun kembali sarana fisik maupun non fisik dalam bidang ekonomi,
pendidikan, kesehatan yang telah hancur akibat konflik, kemudian menciptakan

trauma center untuk pemulihan mental.
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4) Negosiasi politik dan rekontruksi sosial-budaya adalah membangun kembali
hubungan sosial, memulihkan kembali ikatan budaya dan tingkat kepercayaan
yang telah hancur, menjadi bangunan masyarakat multikultural yang harmonis
dan egaliter (Brandt & Mkodzongi, 2018: 273). Negosiasi harus dilakukan
dengan masing-masing pihak menggunakan kepala dingin untuk tercapainya
keputusan yang bermutu.

5) Rekonsiliasi adalah program atau kegiatan mediasi kohesi sosial di antara
pihak-pihak yang pernah bertikai untuk hidup baru, bersedia menerima dan
berhubungan lagi secara damai, sejajar, bertindak adil, mengubah perilaku
yang buruk, saling memaafkan dan mau melupakan kepedihan masa lalu untuk
menyongsong masa depan yang lebih baik (Rozi dkk, 2006: 31).

Selanjutnya menurut Galtung (1976: 21) terdapat beberapa cara resolusi
konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Konflik dapat dicegah
atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode
menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk
mengatur konflik di antara mereka. Johan Galtung kemudian menawarkan
beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi
peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding. Ketiga rangakaian model resolusi
konflik yang dikemukakan oleh Galtung memiliki dimensi dan target serta tujuan
masing-masing, namun serangakain model tersebut akan bermuara pada tujuan
akhir yang sama yaitu mewujudkan perdamaian jangka panjang dalam upaya

menciptakan resolusi konflik.
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1) Peacemaking

Tahap awal yang harus dilakukan ketika konflik muncul adalah untuk
sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian sebelum konflik semakin
membesar. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara
kelompok-kelompok yang memliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung
dalam Jamil, 2007: 72). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam
mewujudkan suatu perdamaian, di antaranya adalah sebagai berikut.

a) Coercive, di mana pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan
intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi dengan
pemaksaan secara fisik (coercive capacity). Hal ini dapat berupa ancaman dan
penjatuhan sanksi kepada pihak yang tengah berkonflik (Cole, 2017: 160-161).
Selain itu coercive juga perlu digunakan dalam tahap genting, terutama dalam
hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi di masyarakat.

b) Litigasi, merupakan penyelesaian konflik dengan mengedepanakan jalur
hukum dalam penyelesaiannya, namun di sini perlu dicermati bahwa pemilihan
jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak
karena memiliki beberapa kekurangan (Leiner & Schliesser, 2018: 34). Salah
satunya adalah proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka
panjang.

c) Non-litigasi, merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar
pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga non-peradilan semakin
menarik karena lembaga peradilan tak mampu menjawab permasalahan yang

semakin kompleks. Model non litigasi lebih sering digunakan dalam proses

55



penyelesaian konflik di Indonesia karena dengan melihat berbagai
pertimbangan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat
mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. Model
non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi
maupun arbitrasi, di mana di dalamnya akan mendapatkan suatu kemenangan
bersama (win-win solution).

Menurut Dahendrof (dalam Surbakti, 2010: 160). Negosiasi merupakan
langkah pertama yang diambil ketika keinginan berdamai muncul pada diri
masyarakat yang berkonflik, karena di dalamnya terdapat berbagai unsur aktor-
aktor yang di mana semua pihak berdiskusi secara terbuka untuk mencapai
kesepakatan tanpa pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan
kehendak. Oleh karena itu, negosiasi merupakan langkah teraman diawal masa
perundingan kedua belah pihak yang berfkonflik.

Apabila dalam proses negosiasi masih belum juga menemukan suatu jalan
keluar dalam mendamaikan kedua kelompok yang berkonflik, maka perlu kiranya
untuk menggunakan cara lain, salah satunya adalah jalan mediasi. Mediasi
merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari
seorang mediator mengidentifikasi isu-isu yang dijadikan sengketa kemudian
mecari rumusan-rumusan solusi dan mempertimbangkan alternatif dan upaya
untuk mencari sebuah kesepakatan bersama sebagai penyelesaiannya (Spencer &
Brogan dalam Jamil, 2007: 106).

Mediator diposisikan sebagai pihak pemberi saran atau menentukan

sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian dengan adil.
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Selain itu, juga perlu dicermati bahwa kecakapan mediator untuk membantu
menyelesaiakan konflik harus diperhatikan, karena menurut Muslih dalam (Jamil,
2007: 107) mediator harus benar-benar tidak memihak dan mencari jalan keluar
untuk kebaikan pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan yang paling utama,
seorang mediator harus benar menguasasi bidang yang menjadi masalah konflik
(Coleman, Deutsch, & Marcus, 2014: 316).
2) Peacekeeping

Setelah perjanjian pembuatan perdamaian terealisasi langkah selanjutnya
yang harus dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan hal tersebut guna
perdamaian tetap terjaga (peacekeeping). Peacekeeping sendiri memiliki arti
sebagai proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak
terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai
dalam penyelesaian konflik yang bisa saja terjadi selanjutnya. Dalam artian
(Galtung, 1996: 81), peacekeeping diartikan sebagai operasi keamanan yang
melibatkan aparat keamanan dan militer dalam penyelesaian konflik. Hal ini perlu
diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penyebaran konflik
terhadap kelompok lain. Tahapan menjaga perdamaian merupakan tahap lanjutan
dari perjanjian damai yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang tengah
berkonflik atau peacemaking.

Menurut Fisher (2001: 11) menjaga perdamaian adalah sebuah kegiatan
untuk memantau dan menegakkan kesepakatan, dan melegalkan kekerasan bila
perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan oleh

pihak-pihak yang pernah berkonflik dan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan

57



pengembangan diri yang disepakati. Peacekeeping pun dalam tata perundang-
undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial yang memandang bahwa peacekeeping
merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar konflik yang sama
tidak muncul kembali.

Ketika tahap peacekeeping dapat terwujud, kedepannya akan lebih mudah
lagi dalam menerapkan berbagai macam cara untuk membuat perdamaian menjadi
bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang, karena pada dasarnya
peacekeeping diharapkan dapat menghentikan segala kekerasan yang sebelumnya
telah terjadi di tengah masyarakat (Ramsbotham, Woodhouses & Miall, 2015:
196).

3) Peacebuilding

Tahap peacebuilding merupakan hal krusial setelah peacemaking dan
peacekeeping. Menurut (Galtung: 1996: 87) Berbagai tahap tersebut tidak dapat
dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik. Peacebuilding diartikan sebagai
strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat
kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan
komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang pernah terlibat konflik
(Ramsbotham, Woodhouses & Miall, 2015: 244). Dalam tataran yang lebih luas,
peacebuilding dimaknai untuk “membangun kembali landasan perdamaian dan
menyediakan berbagai perangkat untuk membangun sesuatu yang lebih dari

sekedar ketiadaan kekerasan”.

58



Menurut Galtung, proses peacebuilding ini merupakan proses jangka
panjang yang penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-
asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat mengintegrasikan
pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru yang damai untuk mencapai
perdamaian positif dan bertahan lama. Efek dari panjangnya waktu yang
diperlukan dalam penerapan peacebuilding biasanya dipengaruhi oleh target yang
ingin dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi penting
karena menurut Fisher (2001:126-138) pembangunan pasca konflik harus
dilaksanakan menyeluruh dan semua aspek harus terkena dampak dari
rekonstruksi pasca konflik terjadi, rekonstruksi harus difokuskan pada sisi fisik,
sosial, dan psikologis, di mana secara fisik, kerusakan-kerusakan yang di
akibatkan oleh konflik yang terjadi harus dipulihkan terlebih dahulu, kemudian
harus adanya rekonstruksi dari dalam diri manusia itu sendiri melalui psikologis
bagi masyarakat yang terguncang dengan adanya konflik.

Dalam proses menerapkan peacebuilding dalam kehidupan masyarakat
(Ball, 2001:723) menyatakan bahwa (a) menjamin tingkat keamanan yang
memadai bagi masyarakat agar dapat melakukan kembali aktifitas ekonomi,
memberi semangat kepada para pengungsi dan orang-orang yang berada
dipengasingan untuk membangun kembali diri mereka sendiri, dan meyakinkan
para pengusaha untuk berinvestasi untuk masa depan mereka; (b) Memperkuat
kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya dalam
memberikan keamanan dan ksejahteraan bagi warga negaranya, jadi pemerintah

turut memiliki andil besar dalam peacebuilding ini; (c) Membantu memulihkan
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pengungsi dan orang-orang yang berada di pengasingan, agar dapat pulih secara
fisik maupun psikis; (d) Menyokong tumbuhnya ekonomi rumah tangga, untuk
menghindari kesenjangan di masyarakat; (¢) Membantu pemulihan masyarakat
melalui proyek-proyek rehabilitasi infrastruktur sosial dan ekonomi; (f)
Rehabilitasi infrastruktur yang penting untuk menghidupkan kembali ekonomi,
memperbaiki berbabagi infrastruktur secara fisik seperti jalan-jalan utama,
jembatan-jembatan, pasar-pasar dan fasilitas negara yang diperlukan; (g)
Membersihkan ranjau-ranjau darat dari jalur-jalur transportasi utama, area yang
padat penduduk, dan tempat-tempat krusial lainnya; (h) Menstabilkan mata uang
nasional dan rehabilitasi lembaga-lembaga keuangan; (i) Mendorong rekonsiliasi
nasional; (j) Memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok masyarakat dan
daerah-daerah yang terdampak oleh konflik. Pada titik penting lainnya adalah
bagaimana sangat diperlukan peran aktif masyarakat terutama yang terlibat
konflik, hal tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian yang mampu
bertahan lama.

Fisher (2001:132) menjelaskan bahwa ada tiga unsur utama yang perlu
diperhatikan ketika melakukan upaya untuk membangun kembali suatu
masyarakat yang mengalami kesengsaraan akibat kekerasan dari konflik. Proses
menuju perdamaian dapat terealisasi melalui tiga konsep, yaitu kebenaran, belas
kasihan, dan keadilan. Fisher yakin bahwa dengan mencari keseimbangan di
antara ketiga unsur tersebut, rekonsiliasi dapat diusahakan dan rekonsiliasi inilah

yang akan menjadi pondasi bagi terwujudnya peacebuilding.
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Sedangkan menurut Harjana dalam (Kurningsih, 2004: 30-31), untuk
mengelola konflik terdiri dari lima cara. Pertama, bersaing dan bertanding
(competiting), menguasai (dominating), dan memaksa (forcing). Cara ini
merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang dan kalah. Kedua,
kerjasama (collaborating) dan menghadapi (confronting), kedua pihak yang
terlibat dalam konflik ini bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang
memuaskan kepentingan kedua belah pihak (win-win solution). Ketiga, kompromi
(compromising) dan berunding (negotiating), cara ini merupakan pendekatan
terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang
ataupun kalah. Keempat, menghindari (avoiding) atau menarik (withdrawal),
dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan
masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara konflik.
Kelima, menyesuaikan (accommodating), memperlunak (smoothing), atau
menurut (obliging), cara ini termasuk dalam pendekatan kalah menang.

Lebih lanjut Mitchell dalam (Ginting, 2013: 30-31) mengemukakan bahwa
untuk mengatasi suatu konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat
dilakukan melalui empat upaya, (a) konsultasi publik untuk saling membagi
informasi, mengungkapkan pandangan dari masing-masing pihak yang berkonflik,
sehingga penyelesaiannya dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya
dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapat kepuasaan yang
sama dalam penyelesaian konflik; (b) negosiasi melibatkan situasi di mana dua
kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu

yang menyebabkan konflik di antara mereka, untuk mendapatkan kesepakatan
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yang dapat diterima oleh semua pihak; (c¢) mediasi dengan karakteristik dari
negosiasi, yaitu ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral; (d)
arbitrasi, di mana pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai
arbitator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang
mengikat maupun tidak mengikat pihak-pihak yang bersengketa (Xu et al, 2018:
5). Jika keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus
melaksanakan keputusan yang diambil oleh arbitator.

Perbedaan lintas budaya dalam norma, nilai, dan kepercayaan yang
berbeda-beda juga berdampak pada strategi penyelesaian konflik yang digunakan
dalam masyarakat. Nilai-nilai ini dapat beroperasi melalui mekanisme yang
berbeda, yang juga perlu dipahami dengan lebih baik agar negosiator dapat
memahami dan beradaptasi dengan situasi negosiasi lintas budaya. Penelitian di
masa depan harus terus menyelidiki alasan di balik pilihan strategi resolusi
konflik secara lebih spesifik (Gomez & Taylor, 2017: 49). Pendapat ini sesuai
dengan Face Negotiation Theory yang menjelaskan perbedaan respon konflik
yang disebabkan oleh budaya dalam masyarakat yang beraneka ragam. Setiap
orang dalam setiap budaya sebenarnya selalu menegosiasikan face. Face adalah
istilah kiasan untuk public self-image, yaitu bagaimana kita ingin diperlakukan
oleh orang lain. Sedangkan facework berhubungan dengan pesan-pesan verbal dan
nonverbal spesifik yang membantu memelihara dan memulihkan face loss
(kehilangan muka), dan untuk menegakkan dan serta menghormati face gain.

Teori ini menyatakan bahwa facework dari budaya individualistik sangat berbeda
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dengan facework budaya kolektivistik. Artinya, jika facework-nya berbeda, maka
cara menangani konfliknya juga berbeda (Toomey & Kurogi, 1998: 188-190).

Teori ini berdasar pada pembedaan antara collectivism dan individualism.
Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari cara mendefinisikan tiga istilah,
yaitu self (diri), goals (tujuan), dan duty (tugas). Orang yang kolektivis
mendefinisikan self-nya sebagai anggota dari kelompok-kelompok tertentu, dia
tidak akan melawan tujuan kelompok, serta melaksanakan tugas yang berorientasi
pada lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi.
Orang-orang kolektivis biasanya menilai orang baru berdasarkan asal
kelompoknya. Bukan berarti mereka tidak peduli pada tamu mereka, tetapi hal ini
semata-mata karena mereka menganggap keunikan individual tidak lebih penting
daripada group-based information. Sedangkan orang yang individualis akan
mendefinisikan self-nya sebagai seseorang yang independen dari segala kelompok
afiliasi, tujuannya adalah memenuhi kepentingan pribadinya, dan melakukan
segala tugas yang menurutnya menyenangkan dan menguntungkan diri sendiri.
Selain itu, orang yang individualistis tertarik mengenal seseorang karena
keunikannya dan kepribadiannya.

Ting-Toomey mengidentifikasikan 5 respons yang berbeda pada berbagai
situasi bardasarkan perbedaan kebutuhan, kepentingan, atau tujuan, yaitu: (1)
Avoiding, yaitu menghindari diskusi dengan kelompok tentang perbedaan yang
kita miliki, (2) Obliging, yaitu menyampaikan harapan atau keinginan kepada
kelompok, tetapi menyerahkan keputusan sepenuhnya pada kelompok, (3)

Compromising, yaitu mengadakan give and take atau saling bertukar pikiran agar
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kompromi bisa diciptakan, (4) Dominating, yaitu teguh dalam mempertahankan
pendapat pribadi demi kepentingan pribadi, (5) Integrating, yaitu saling bertukar
informasi yang akurat dengan anggota kelompok untuk memecahkan masalah
bersama (Toomey et al, 1991: 292-296).

Menurut pendapat Bau (2016: 350) penggunaan komunikasi partisipatif
yang tindakannya mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam
memberikan suara dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan perlu
dilakukan. Dalam realitas pasca konflik, membingkai ulang keterlibatan warga
melalui komunikasi partisipatif untuk pendekatan pembangunan memungkinkan
untuk mulai membangun kembali perdamaian dari bawah ke atas, dan
menempatkan suara masyarakat lokal di pusat proses rekonstruksi.

Menurut pendapat Vaiz, Altinay & Altinay (2016: 147) manajemen
konflik jelas sangat penting di semua sektor tetapi ketika seseorang berbicara
tentang pendidikan, kita juga harus mempertimbangkan bahwa di dalam institusi
pendidikan ada dua tujuan melalui manajemen konflik. Pertama adalah mengelola
konflik dalam institusi pendidikan sebanyak mungkin, dan kedua adalah
mengajarkan keterampilan manajemen konflik yang lebih baik kepada generasi
mendatang. Tanpa tujuan pertama, sebenarnya tidak mungkin untuk mengajar atau
belajar sesuatu secara efektif di lembaga pendidikan. Langkah kedua secara
khusus akan meningkatkan dan menjamin generasi masa depan untuk menangani,
menyelesaikan, dan menggunakan energi konflik secara positif untuk pendidikan

dan generasi yang lebih baik.
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2. Hukum Agraria
a. Pengertian Hukum Agraria

Istilah agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda), agros (Bahasa
Yunani) berarti tanah pertanian, agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang
tanah, agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian (Santoso, 2012: 1).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agraria memiliki arti urusan
pertanian atau tanah pertanian/ urusan kepemilikan tanah. Hukum agraria dalam
bahasa belanda disebut Agrarisch recht yang merupakan istilah yang dipakai
dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Dengan demikian Agrarisch recht
meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan
bagi para penguasa dalam melaksanakan kebijakan di bidang lahan pertanahan
untuk pertanian.

Menurut Santoso (2012: 1) agraria adalah berkaitan dengan permasalahan
tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah
misalnya batu, kerikil, tambang, sedangkan yang ada di atas tanah dapat berupa
tanaman dan bangunan. Menurut Black Law’s Dictionary, hukum agraria adalah
hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan distribusi tanah-tanah yang
terdapat di pedesaan. Agrarian Laws juga menunjuk pada perangkat peraturan
hukum yang bertujuan mengadakan pembagian atas tanah-tanah yang luas dalam
rangka lebih memeratakan penguasaan dan pemilikannya bagi masyarakat yang
ada di suatu negara (Limbong, 2012: 51).

Ada beberapa ahli hukum memberi definisi mengenai hukum agraria. Di

antaranya adalah Utrecht, yang berpendapat bahwa hukum agraria itu merupakan
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bagian dari hukum administrasi negara. Hukum agraria dan hukum tanah menjadi
bagian dari hukum administrasi negara, yang menjadi hubungan hukum istimewa
dan akan memungkinkan para pejabat negara yang bertugas mengurus soal-soal
agraria karena hal tersebut masuk dalam ranah hukum administrasi negara
(Utrecht & Djinjang 1982: 380).

Menurut Mertokusumo, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah
hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang
masalah agraria. Kaidah hukum agraria yang tertulis terdapat dalam bentuk
hukum undang- undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh
negara, sedangkan kaidah hukum agraria yang tidak tertulis adalah dalam bentuk
hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang
pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat
adat yang bersangkutan (Santoso, 2012: 3).

Pengertian hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dapat dilihat dalam arti
luas maupun dalam arti sempit. Secara luas hukum agraria dapat dilihat dari
beberapa kelompok hukum, hal ini dikarenakan hukum agraria bukan hanya
merupakan satu perangkat bidang hukum, tetapi mengatur juga hak-hak
penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian
agraria. Secara luas pengertian hukum agraria dapat dibagi menjadi lima,
diantaranya sebagai berikut. (1) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak
penguasaan atas tanah, dalam arti daratan pada permukaan bumi; (2) Hukum Auir,

yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; (3) Hukum Pertambangan, yang
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mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian, contohnya seperti yang
dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara; (4) Hukum Perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan
atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air, contohnya seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; (5) Hukum Penguasaan atas
tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan “space law”), mengatur hak-
hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang
dimaksudkan seperti dalam Pasal 48 UUPA (Harsono, 2008:8).

Sedangkan secara sempit pengertian hukum agraria merupakan hukum
atas tanah, hukum tanah adalah hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas
tanah, dalam arti daratan di atas permukaan bumi (Drbohlav, Svitalek, & Hejkrlik,
2017: 35). Pengertian mengenai tanah yang dimaksud sebagai permukaan bumi
sendiri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menegaskan
bahwa atas dasar hak menguasai dari negara terhadap macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta
badan-badan hukum. Untuk hak atas kepemilikan tanah, individu harus memenuhi
berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dari pengertian yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) dapat dilihat bahwa yang
dimaksud tanah oleh pembentuk undang-undang adalah daratan di atas permukaan

bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak memiliki atas sebagian tertentu
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permukaan bumi yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar
bervariasi.

Menurut Harsono (2008: 3) mengenai pengertian agraria dan hukum
agraria yang terdapat dalam UUPA dimaknai dalam arti yang luas. Pengertian
agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Dalam batasan yang ditentukan dalam Pasal 48 UUPA, agraria meliputi ruang
angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-
unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha menjaga, memelihara dan
men